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Masukan Nama ahyar Suni Ayi Suganda 
AKHMAD 
SYAPARI 

Medi 
Setiawan 

Jenis Kelamin 
Laki-
Laki 

Perempuan Laki-Laki Laki-Laki Laki-Laki 

Departemen/Unit 
Kerja: 

pemda 
way 
kanan 

Dukcapil Administrasi 
Kecamatan 
Blambangan 
Umpu 

BKPSDM 
Kab. Way 
Kanan 

Pengalaman kerja 
dalam bidang TI 
(tahun): 

3 - 5 
Tahun 

> 5 Tahun 3 - 5 Tahun 0 - 2 Tahun > 5 Tahun 

Apakah Anda 
familiar dengan 
aplikasi Pajak PBB 
P2? 

Ya Ya Ya Tidak Ya 

Berapa lama 
menggunakan 
sistem informasi 
aplikasi pajak PBB 
P2 

> 1 
Tahun 

< 1 Tahun < 1 Tahun < 1 Tahun > 1 Tahun 

Kerangka TI untuk 
aplikasi Pajak PBB 
P2 telah ditetapkan 
dengan jelas dan 
sesuai dengan 
kebutuhan 
organisasi 

4 3 5 3 4 



Pemangku 
kepentingan 
secara rutin 
memonitor 
efektivitas TI untuk 
aplikasi Pajak PBB 
P2? 

4 3 5 3 4 

Ada pelaporan 
berkala kepada 
manajemen terkait 
kinerja aplikasi 
Pajak PBB P2? 

3 3 4 3 4 

Risiko terkait 
aplikasi Pajak PBB 
P2, seperti 
kebocoran data 
atau downtime 
sistem, telah 
teridentifikasi dan 
didokumentasikan? 

3 3 5 3 4 

Risiko terkait 
aplikasi Pajak PBB 
P2, seperti 
kebocoran data 
atau downtime 
sistem, telah 
teridentifikasi dan 
didokumentasika? 

3 3 5 3 4 

Kebijakan dan 
prosedur terkait 
aplikasi Pajak PBB 
P2 telah ditetapkan 
dan 
didokumentasikan 
dengan baik? 

4 3 5 3 4 

Kerangka kerja TI 
mendukung tujuan 
strategis terkait 
pelayanan Pajak 
PBB P2? 

4 3 5 3 4 

Ada mekanisme 
untuk 
mengidentifikasi, 
mengevaluasi, dan 
memitigasi risiko 
yang dapat 
memengaruhi 
kinerja aplikasi 
Pajak PBB P2? 

4 3 5 3 4 



Manajemen risiko 
TI telah 
diintegrasikan 
dengan sistem 
pengelolaan risiko 
organisasi ?  

4 3 5 3 4 

Pengembangan 
atau pembaruan 
aplikasi Pajak PBB 
P2 dilakukan 
dengan 
memperhatikan 
kebutuhan 
pengguna dan 
regulasi?  

4 3 5 3 4 

Pengujian aplikasi 
dilakukan secara 
menyeluruh 
sebelum 
diterapkan untuk 
memastikan 
kualitas ?  

4 3 5 3 4 

Setiap perubahan 
pada aplikasi Pajak 
PBB P2 dikelola 
melalui proses 
manajemen 
perubahan yang 
formal? 

4 3 5 3 4 

Perubahan pada 
aplikasi tidak 
mengganggu 
pelayanan Pajak 
PBB P2 kepada 
masyarakat? 

4 3 5 3 4 

Permintaan 
layanan atau 
laporan insiden 
terkait aplikasi 
Pajak PBB P2 
ditangani dengan 
cepat dan efisien? 

4 3 5 3 4 

Ada sistem 
pencatatan untuk 
setiap insiden atau 
permintaan yang 
masuk terkait 
aplikasi Pajak PBB 
P2? 

4 3 5 3 4 



Aplikasi Pajak PBB 
P2 memiliki 
mekanisme 
pengamanan untuk 
melindungi data 
wajib pajak dari 
ancaman atau 
serangan? 

4 3 5 3 4 

Ada audit 
keamanan secara 
berkala untuk 
memastikan 
keamanan data 
dan sistem aplikasi 
Pajak PBB P2? 

4 3 5 3 4 

Kinerja aplikasi 
Pajak PBB P2 
dipantau secara 
rutin untuk 
memastikan sesuai 
dengan target yang 
ditetapkan? 

5 3 4 3 4 

Ada evaluasi 
berkala untuk 
memastikan 
aplikasi Pajak PBB 
P2 tetap sesuai 
dengan peraturan 
yang berlaku? 

5 3 5 3 4 

Sistem 
pengendalian 
internal untuk 
aplikasi Pajak PBB 
P2 telah diterapkan 
dengan baik? 

5 3 5 3 4 

 

 


